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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

dalam membatalkan peserta calon Pemilukada sesuai dengan Putusan

Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa MK

memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas, keadilan,

dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia. Kewenangan

yang dimiliki MK tidak hanya terbatas pada aspek legalitas dan

administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi moral yang lebih dalam.

Dengan pembatalan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati karena

melanggar ketentuan mengenai masa jabatan sebanyak dua periode,

MK telah menunjukkan keberaniannya untuk mempertahankan

prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan MK ini bukan sekadar

langkah teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga representasi dari

komitmen MK untuk memelihara keadilan sosial dan mencegah

terjadinya dominasi individu yang dapat merugikan masyarakat.

Melalui tindakan ini, MK tidak hanya mengoreksi kesalahan di masa

lalu tapi juga menciptakan ruang yang lebih adil bagi calon-calon lain.

Dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, keputusan ini
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mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu,

terlepas dari latar belakang atau posisi, memiliki kesempatan yang

sama untuk bersaing di arena politik.

Meskipun demikian, MK dihadapkan pada berbagai tantangan yang

harus diatasi. Tekanan politik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah

dan partai politik, sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan

keputusan. Baik itu pengaruh langsung maupun tidak langsung,

tekanan-tekanan ini bisa memengaruhi independensi MK dan potensi

keberhasilan dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu,

perlu ada upaya yang lebih kuat untuk melindungi independensi MK

agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pengawal konstitusi.

Keberanian MK untuk mengambil keputusan sulit di tengah tekanan

politik menunjukkan pentingnya integritas lembaga ini.

Selain itu, keputusan MK juga memiliki dampak jangka panjang

terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Ketika

masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten,

mereka cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap

sistem demokrasi yang ada. Inilah titik penting di mana MK harus

berperan aktif, bukan hanya sebagai lembaga pengadilan, tetapi juga

sebagai pemimpin moral dalam pelaksanaan demokrasi. Keputusan

yang tegas dalam kasus ini memberikan sinyal yang jelas bahwa
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pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi tidak akan ditoleransi,

dan setiap calon harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan MK ini selaras dengan

prinsip keadilan yang dituntut dalam siyasah qadhaiyyah. MK berperan

tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung

nilai-nilai luhur yang mendasar dalam masyarakat. Dengan

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan

keputusan, MK turut membantu membangun fondasi yang lebih kuat

bagi demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, meskipun MK telah

melakukan langkah signifikan dalam menjaga keadilan di proses

Pemilukada, tantangan besar masih ada. Untuk itu, dukungan yang kuat

dari berbagai pihak serta upaya untuk memperkuat regulasi dan

mekanisme pengawasan sangat dibutuhkan agar MK dapat

menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan lebih efektif di masa

depan.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang

layak untuk dipertimbangkan demi memperkuat kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan

umum, khususnya dalam konteks pembatalan peserta calon
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Pemilukada. Pertama, penting banget untuk MK meningkatkan kerja

sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sinergi yang positif

antara lembaga-lembaga ini bisa menciptakan sistem pemilihan yang

lebih transparan dan adil. Kolaborasi ini juga bisa membantu mencegah

ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan yang sering kali

menimbulkan masalah.

Kedua, perlu ada reformasi hukum guna memperjelas peran dan

kewenangan MK dalam konteks pemilihan umum. Peraturan yang ada

seharusnya diperbaharui untuk memberikan kejelasan yang lebih baik

mengenai syarat-syarat pencalonan dan mekanisme penyelesaian

sengketa. Ketiga, edukasi publik juga sangat krusial. Masyarakat perlu

diberikan pemahaman mendalam mengenai proses demokrasi, hak-hak

mereka, serta mekanisme hukum yang bisa diakses jika merasa

dirugikan. Program-program penyuluhan hukum bisa meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam pengambilan keputusan saat pemilihan.

Selanjutnya, sudah sepatutnya MK menjaga independensinya dalam

setiap keputusan. Tekanan dari pihak luar harus ditolak, dan semua

keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan

etika yang tinggi. Ini akan membantu membangun kembali

kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Terakhir, evaluasi berkala



101

terhadap kinerja MK dalam menangani sengketa pemilu sangat

diperlukan. Hal ini tidak hanya untuk memperbaiki kebijakan yang ada,

tetapi juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa berharap

kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi terbangun, dan

lingkungan demokrasi di Indonesia pun menjadi lebih sehat.
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